BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan tanpa
memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan
dapat menimbulkan dampak buruk seperti penyebaran
penyakit HIV/AIDS serta mengancam dan melemahkan
bangsa;

b. bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 Tahun
2017 tentang Pencegahan, Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,
Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten
Sampang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan
keadaan pada saat ini;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Bupati Sampang tentang Pencegahan,

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap



Mengingat
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Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di
Kabupaten Sampang.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3671);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5419);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Badan Narkotika Nasional,;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan
Narkotika;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2016 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2016 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2008
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 58);

14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 Tahun 2017
tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan
Adiktif Lainnya di Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF
LAINNYA DI KABUPATEN SAMPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 35 tahun 2017
tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya di Kabupaten Sampang
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(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 35) diubah sebagai

berikut;

1.

(1)

(2)

Ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12
Setiap CPNS wajib dilakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu
syarat untuk diangkat menjadi PNS;
Kewajiban pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun
fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten secara periodik paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali;
Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh Satlaks P4GN atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati;
Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam
bentuk tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes dalam bentuk lainnya;
Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), aparatur desa dan aparatur lainnya wajib dilakukan

pemeriksaan narkoba secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Ketentuan dalam Bab XI SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasal
20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program
bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis;
Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan sanksi
administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan dalam BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pembebanan anggaran pada kegiatan Satlaks P4GN dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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4. Ketentuan dalam pasal 22 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 15 Januari 2018

BUPATI SAMPANG,
ttd

H. FADHILAH BUDIONO.

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,
ttd
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, Msi

Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 3



